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WALIKOTA JAYAPURA

Menimbiang

Merigingal

PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA
NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG
PAJAK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA JAYAPURA,

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 95 ayal (1)
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribysi Dasrah, Paisk Daerah merupakan jenis Pajak Kota yanqg
permungutannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
perlu membentuk Peraturan Daerzh Kata Jayapura tentang Pajak Daerah

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1963 tentan
Pembentukan Propinsi Otonom Irian Baral dan Kabugaten-kabupate
Otonom di Propinsi Iian Baral (Lembaran Negarz Fepublik Indonesig
Tahun 1963 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesig

Nomor 2097);

2. Undang-Undang Repubiik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi  Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republi
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republi
Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang
Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentany Penetapan Peraturan Pemerinta
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusu
Bagi Provinsi Papua  menjadi Undang-Undang (Lembaran Negs
Republik Indonesia Nomor 4884);

3. Undang-Undang Republik [ndonesia Momor 32 Tahun 2004 tenta
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200
Momor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No
4437), sebagaimana telah diubah beberapa kall terakhir dengan Unda
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indone
Tahun 2008 Nomer 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indones

Nomor-4844);
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4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Refribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 5049);

5. Undang-Undang Republik Indenesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraluran Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

£ Persturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4583);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesla Nomar 19 Tahun 2010 tentang
Tala Cara Pelaksanzan Tugas dan Wewenang serla Kedudukan
Keuangan Gubemur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayan Provinsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomer 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indoneslia Nomor 5107) sebagaimana lelah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang
Tata Carz Pelaksanaan Tugas dan Wewenang seral Kedudukan
Keuangan Gubemur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayan Provinsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);

B. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberizn dan Pemanfaatan Insentf Pemungutan Pajak
Daerah dan Relrbusi Daerah (Lembaran Negara Republk Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5161);

S. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 81 Tahun 2010 tentang
Jenis Pajak Daerzh yang dipungul berdasarkan Kelelapan kepala Dagrah
atau Dibayar sendiri oleh Wajib Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran MNegara
Republik Indonesia Nomor 5179).

10, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 fentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 694);
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Menetapkan

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAYAPURA
dan
WALIKOTA JAYAPURA
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Fasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1
2.

10.

1.

12.

Daerah adalzh Kola Jayapura.

Pemerinmiah Daerah adalah Walikota dan Perangkal Daerah sebagai unsur penyelenggar
Pemerintzhan Daerah Kola Jayapura.

Wallkola ialah Walikota Jayapura.

Dewan Perwakian Rakyal Daerah yang selanjutnya disingkal OPRD.adalah Dewa
Perwakilan Rakyat Daerah Kola Jayapura.

Pejabat adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Jayapura.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulal dari penghimpunan data Obyek da
Subyek Pajak penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajs
kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

Kas Daerah adalah Kas Daerzh Kota Jayapura.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan balk ya
fmelakukan usaha maupun yang lidak melakukan usaha yang melfiputi perseroan terbata
perseroan komanditer, perseroan lainnyz, Badan Usaha Miilk Negara atau Daerah dengd
nama atau dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutua
perkumptilan, yayasan, organisasi masa, organisasl sosial politlk atau organisasi ya
sejenls, lembaga, bentuk usaha telap dan bentuk badan lainnya.

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi aty
badan yang bersifal memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatky
imbalan secara langsung dan digunakan unituk keperiuan Daerah bagi sebesar-besarn
kemakmuran rakyat.

Pajak Hotel yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas pelayanan yang disediak
oleh hotel.

Hots! adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa lerkail fainn
dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wis
pariwisala, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, seria rumah kos deng
jumiah kamar lebih dari 10 (sepuluh).




13, Motel adalah suatu usaha yang menyediakan tempal dan fasilitas untuk persinggahan
dengan perhilungan pembayaran seliap 6 (enam) jam dan penyediaan garasi pada liap-tiap
kamar.

14. Pengusaha holel adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hotel untuk dan
alas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya

15. Pajak Restoran adalah pajak alas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

16. Restoran adala fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran,
yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya lermasuk
jasa bogalcatering.

17. Pajak Hiburan adalah pajzk atas penyelenggaraan hiburan.

18. Hiburan adalah semua jenis lontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang
dinikmati dengan dipungut bayaran.

19. Penyelenggaraan Hiburan adalah perorangan dan atau badan yang menyelenggarakan
hiburan bailk untuk atas namanya sendii dan atau nama pihak lain yang menjadi
tanggungjawabnya,

20, Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas
penyerahan [asa sebagal penyerzhan jasa sebagal pembayaran kepada penyeleggara
hiburan,

21, Tanda Masuk adalzh semus landa atau ala! a2lay car yang sah dengan name dan dalam
bentuk apapun yang digunakan untuk menonton, menagunakan fasilitas, atau menikmati
hiburan.

22. Harga Tanda Masuk yang selanjutnya disingka! HTM adalah nilai Jual yang tercantum pada
tanda masuk yang harus dibayar penonton atau pengunjung.

23. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

24. Reklame adalah benda, zla!, perbualan atay media yang dibentuk atau corak ragamnya
dirancang untuk tujuan komersil, meperkenalkan menganjurkan, mepromosikan atau untuk
menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat,
dibaca, didengar, dirasakan dan dinikmati oleh umum,

25. Penyeleggaraan Reklame adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi atau
badan balk untuk difm sendiri atau untuk atas nama pihak yang lain yang menjadi
tanggungnya.

26. Kawasan/Zone Rekiame adalah batasan wilayah tertentu sesuai pemanfaatan wilayah
tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame.

27. Lokasi Penempatan Reklame adalah tempat tertentu dimana reklame ditempatkan balk
didalam maupun diluar ruangan.

28. Pola Peletakan Reklame adalah peta yang dijadikan acuan dan arahan untuk peletakan
reklame.

29. Titik Reklame adalah tempat dimana bidang reklame didirikan/ditempatkan.

30. Nilai Jual Objek Pajak Reklame adalah keseluruhan pembayaranipengeluaran blaya yang
dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame lermasuk dalam hal ini adalah
biaya/ harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan,
pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transporias!
pengangkutan dan lain-lain.

31. Pajak Penerangan Jalan adaleh pajak ates penggunaan lenaga iistrik, baik yang dihasilkan
sendirl maupun diperoleh dari sumber lain,

i j : i ineral bukan
Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak alas pengambilan mineral
* Egai:km dan batuan, ba?l? dari sumber alam didalam dan atau permukaan bumi untuk
imanfaatkan. ‘
33 :!i?r‘t::ai Bukan Logam dan Baluan adalah mineral bukan Ingarp dan bantuan sebagaimang
" dimaksud didalam Peraturan Perundang-Undangan di bidang _mnr}eral. _ .
34. Pajak Parkir adalah pajak atas penyeleggaraan tempat parkir diluar badan jalan, balk yang
' disediakan barkaitan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai sualu usaha, lermasul
aan lempat penitipan kendaraan bermotor, '
35 Igeanri{rﬂdalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifal sementara.
36. Pajak Alr Tanzh adalah pajak alas pengambilan dan atau pemaniaatan a!r tanah.
37. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah alau batuan di bawah permukaa
tanah. ) _
j 3 (tiga) bular
Paiak adalah jangks wakiu yang famanya 1 (satu) sampai glengan
. ::zﬁder‘l yang merliiadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, da
melaporkan pajak yang terutang. |
39 Tahﬁ?: Paiakpaldaiah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wa
' Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sema dengan tahun kalender. )
40, Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saal, dalam Masa Pajal
" dalam Tahun Palsk, atay dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan kelantuan peratura
verundang-undangan perpajakan daerah. o _ '
41 LF)fferl:munlgugt::m adalgah suaty rangkaian kegiatan mulal dar pengh;mgunan data objek da
. subjek pajak, penentuan besamya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajg
da Wajib Pajak serta pengawasan penystorannya. _
42 ;ﬁ:t Setgiran Piaiak Dasrah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukli pembayarg
. atau penyeloran pdjak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau tela
dilakukan dengan cara lain ke kas dasrah  yang d‘rteiapkan‘oleh Wajlgota.

43, Surat Keletapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya d|5}ngk_al SKPDKB' ada}

- surat keletapan pajak yang menentukan besamya jumlah poko%_k pa;ab'c.']umliah kredrt_paja
jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besamya sanksi administratif, dan jumig

ak yang masih harus dibayar. B
44 g?.ljrat yKe?alapaﬂ Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya c_lis_.lngk
. SKPDKET adaiah surat ketelapan pajak yang menentukan tambanan aas jurnian pajak ya
telah ditetapkan. N _

45. Surat K:l:papan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjuinya disingkat SKPDLB gd_al

 surat kelelapan pajak yang menentukan jumiah kelebihan pembayaran pajak karena jumi
kredit pajak lebin besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

45. Sural Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN gdaiah su
ketetapan pajak yang menentukan jumiah pokok ;_;a}al_t a;ama besarnya dengan jumlah kre

iak atau pajak fidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

47, m Tagll'?;l't Pajak Daerah yang selanjuinya disingkat STPD adalah surat untuk melakuk
tagihan pajak dan/atau sanksi administraiif berupa bunga dan/atau dends.

48. Surat Keputusan Keberatan adalsh sural keputusan atas keberatan terhadap S
Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Keletapan Pajak Daerah, ISKPDKB. SKPBKH
SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan of
Waijib Pajak. ‘

49, Pmltsanjﬂmding adalah putusan badan peradiian pajsk ates banding terhadap Su
Keputusan i<eberatan yang disjukan oleh Wajib Pajak.
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. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk

mengumpulkan dala dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal,
penghasilan dan biaya.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegialan menghimpun dan mengolah data, kelerangan,
dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objeklif dan profesional berdasarkan suatu standar
pemeriksaan unluk menguji kepatuhan pemenuhan kewsjiban perpajakan daerah dan/atay
untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

Penyidikan lindak pidana di bidang perpajakan daerah adalzh serangkaian tindakan yang
dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukli itu
membuat lerang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang teriadi serta menemukan
tersangkanya.

Insentif Pemungut Pajak adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan
alas kinerja tertentu dalam melakukan pemungutan pajak.

BABII
JENIS PAJAK

Pasal 2

Jenis Pajak yang dipungut, terdiri dari :

To Spanow

Pajak Hotel:

Pajak Restoran,

Pajzk Hiburan;

Pajak Reklame;

Pajak Penerangan Jalan;

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
Pajak Parkir; dan

Pajak Air Tanah.

Bagian Kesatu
Pajak Hotel

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 3

Dengan nama Pajak Hotel, dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotsl,

Pasal 4

(1) Objek Pajak Hotel adalsh pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran,

termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan
dan kenyamanan, termasuk fasilitas clah raga dan hiburan,

e -

: _ _ |
Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalal_m las_llllag |e!epqn. _!aks_umt

o leleks??‘:ltﬁ:iel. folokopi, pelayanan cudi, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis fainny
yanq disediakan atau dikelola hotel.

(3) Tidak termasuk objek Pajak Holel sebagaimana dimaksud pada ayal _{1] adalah : .

a jasa lempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah alau Pemerinta
Daerah; . & . .

b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;

c. |asa tempat linggal di pusat pendidikan atau keglatan keagamaan _

d. jasa lempal tinggal di rumah sakit, asrama perawal, panli jompo, pant asuhan, dan pa
sosial lainnya yang sejenis; dan . _

e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh holel yang dap

dimanfaatkan oleh umum,
Pasal 5

(1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepad
orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel.

(2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang merguszahakan hotal.

Paragraf 2
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 6

Dasar penganaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepa

Hotel,
Pasal 7

Besamya larif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
Pasal 8

Besaran Pokck Pajak Hotel yang terutang dihitung dengen cara mngallkan tarif sebaga'!m
dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal §

Bagian Kedua
Pajak Restoran

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 9

Dengan nama Pajak Restoran, dipungut pajak atas setiap pelayanan yang disediakan aleh
restoran,
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Pasal 10
(1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.

(2) Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayal (1), meliputi pelayanan

penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat
pelayanan maupun di lempat lain.

(3) Tidak lermasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayal (1) adalah pelayanan

yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualanfomzelnya tidak melebihi Rp.1.000.000 -
Nahun, atau Rp.33.000,-/bulan

Pasal 11

(1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membell makanan tlan/atau
minuman dari restoran,

(2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.

Paragraf 2
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 12

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumiah pembayaran yang diterima atay yang seharusnya
diterima Restoran.

Pasal 13
Besamya tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
|
Pasal 14

Besaran Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Baglan Ketiga
Pajak Hiburan

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 15

Dengan nama Pajak Hiburan, dipungut pajak atas setiap penyelenagaraan hiburan,

Pasal 16
(1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.

(2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

. tontonan film; .
E_ pagelaran kesenian, musik, lan, danfatau busana;

c. kontes kecantikan, binaraga, dan se;gnispya;
d. diskotik, karaoke, kiab malam, dan sejenisnya;
e. sirkus, akrobat dan sulap;

f. permainan bilyar, .
g. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan,

h. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center), dan
i. pertandingan olahraga.

j i ' imaksud pada ayal (1) ada
termasuk objek Pajak Hiburan sebagalmaag dima
9 :fnayl:e{eﬂggaraan hiburan yang berkenaan dengan keglatan keagamaan,

Pasal 17
(1) Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati hiburan.
(2) Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan hiburan,

Paragraf 2 .
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 18

(1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumiah uang yang diterima atau yang seharus
diterima oleh penyelenggara hiburan,

iteri i imaksud pada ayat (1) lemma
lah uang yang seharusnya diterima sebag_almana dim | pac :
E ||i-nur!n0ngan hr;?g; dan tiket cima-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan,

Pasal 19

(1) Tarif Pajak untuk tontonan film ditetapkan sebagai berikut :
a. di dalam gedung : _
; fatas Rp.36.000,00,- sebesar 20% (dua puluh persen); '
;. Eﬁ gi:!as % 20.000,00,- s/d Rp 35.000,00 sebesar 15% (iima belas persen);
3. HTMdiatas Rp 10.000,00,- s/d Rp 20.000,00 sebesar 10% (sepuluh persen); dan
4, HTM dibawah Rp 10.000,00 5% (lima persen).
b. - di luar gedung/pertunjukan keliling sebesar 5% (lima persen).
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(2) Tarif pajak untuk penyelenggaraan hiburan selain tontonan fim sebagaimana dimaksud pada
ayal (1) ditetapkan sebaqgal berikut ;

a. pagelaran kesenian, music, dan lari sebesar 15% (lima belas persen);

b. pagelaran kesenian rakyat/tradisional sebesar 10% (sepuluh persen);

c. pagelaran busana, kontes kecanlikan, binaraga dan sejenisnya sebesar 15% (lima belas
persen);

. diskotik, club malam dan sejenisnya sebesar 30% (tiga puluh persen);

. karaoke dan live music sebesar 15% (lima belas persen);

sirkus, akrobat, dan sulap sebesar 20% (dua puluh persen);

permainan bilyar sebesar 20%;

panti pijat, refieksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness centre) sebesar 20%

(dua puluh persen); dan

i. pertandingan olahraga sebesar 10% (sepuluh persen)

T oA

(3) Wajib Pajak diwajibkan menggunakan tanda masuk untuk setiap penyelenggaraan hiburan
kecuali ditetapkan lain oleh Walikota.

(4) Tanda Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilegalisasi Dinas Pendapatan Daerah
kecuall ditelapkan 1ain oleh Walikota.

(5) Wajib Pajak yang ingin dikecualkan melegalisasi tanda masuk harus mengajukan
permohonan tertulis kepada Wallkola atau pejabat yang ditunjuk.

(6) Penyelenggaraan hiburan yang pembayarannya tanpa menggunakan HTM dikenal pajak
dengan larif sesuai dengan jenis hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 20

Besaran Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 19 dengan dasar pengenaan pajak sebageimana dimaksud dalam Pasal
18.

Bagian Keempat
Pajak Reklame

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 21

Dengan nama Pajak Reklame, dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan reklame,
Pasal 22

(1) Objek Pajak Reklame adalah sermua penyelenggaraan Reklame.

(2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a, Reklame papan/billboardivideotron/megatron dan layar digital;

me selebaran;
g.. g.eetizme beralan, lermasuk pada kendarazan;
{ Reklame udara;
g. Rekiame apung;
h. Reklame suara;
i Reklame film/siide; dan
j Reklame peragaan.

. F:;f:ﬁiﬁ::fﬁg?sﬂﬁ ;(f:rl:';li televisl, radio, warta harian, warta mingguan,

b. mﬁrﬁmﬂa‘;}gj&sﬁf ﬁie@t pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi
:2::’; maiz::nagzdpﬂg;?r;ﬁg dipasang melekat pada b_angunan temnpal usahaI
atau profesi diselgnggarakam sesuai dengan kelentuan yang mengatur nama pengena
d. gﬁﬁi‘?ﬂm{gﬁlng’uﬂaﬁﬁ r;.>1eh Pemerintah alau Pemerintah Daerah,

C.

Pasal 23
(1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang mengaunakan reklame.
(2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame,

(3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan|
waiib pajak rekiame adalah crang pribadi atau Badan fersebut

(4) Dalam hal reklame diselenggarakan melalul pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi wajil
pajak reklame.

Paragraf 2 )
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 24
(1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.

(2) Dalam hal Rekiame disslenggarakan oleh pihak pihak ketiga, Nilal Sewa Rekla

sebagaimana dimaksud pada ayal (1) ditetapkan berdasarkan nilal kontrak reklame.
1 i dimaks
| reklame diselengaarakan sendiri, Nilai Sevga Bek!anme sebagaimana
9 g:gna::t (1) dihitung dengan memperhatikan faklor jenis bahan yang digunakan, lokg
penempalan, wakiy, jangka wakiu penyelenagaraan, jumlah dan ukuran media reklame.

(4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diketahul dan/a
) s

:' dianggap tidak wajar, nilai sewa reklame ditetapkan dengan menggunakan faklor-fakl
it sehagaimana dimaksud pada ayat (3).
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(5) Cara perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Nilal
Sewa Reklame = (Nilai Dasar Reklame x Indeks Bahan ) + Nilai Strategis.

(6) Hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan
dengan Peraluran Wallkota.,

Pasal 25
Besarnya lanif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
Pasal 26
Besaran Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 25 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal
24

Bagian Kelima
Pajak Penerangan Jalan

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 27
Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak atas penggunaan tenaga listrik,
Pasal 28

(1) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri
maupun yang diperaleh dari sumber lain.

(2) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh
pembangkit fistrik,
(3) Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
é. penggunaan tenaga listriik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, kensulat
dan perwakilan asing dengan asas timbal balik; dan

¢. penggunaan lenaga listrik yang dihasilkan sendii dengan kapasitas di bawah 200 KVA
yang tidak memeriukan Izin dari instans! teknis terkalt,

Pasal 29

(1) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah Orang Pribadi atau Badan yang dapat menggtnakan
leniaga listrik.

13

(2) Waijib Pajak Penerangan Jalan adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan lenag;
listrik.

(3) Dalam hal ienaga listrik disediakan oleh sumboer lain, wajib pajak penerangan falan adala
penyedia tenaga listrik.

Paragraf 2 )
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 30

] ifai Jual Tenaga Listrik,
1) Dasar Pengenaan Pajak Penerangan Ja"lan adatah Ni : :
52; Nilai Juz:lﬁ'll'g enaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan : o
a. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembiayaran, ﬂllau Jual Ten
Listrik adalah jumiah tagihan blaya bebam'talgp ditambah dengan biaya pemakaid
kWhivariabel yang ditagihkan dalam rekening listrik; o
b. datam hal tenyaga listrik dihasilkan sendiri, Nilal Jual Tenaga Listrik qIIhmfng‘ berdasarkd
’kapasitas tersedia, tingkal penggunaan listrik, jangka wakiu pemakaian listrik, dan harg
satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan; dan _
¢. harga satuan listrik sebagaimana dimaksud dalam huruf b diatur letih lanjut deng
Peraturan Walikota.

Pasal 31
Tarif Paiak Penerangan Jalan ditetapkan sebagal berikut: ' N
1. Peni;gunaan tenaga listrik dar sumber l&in/PLN untuk umum ditetapkan sebagal berikul :

a. Kapasitas daya 450 VA sebesar 3% (liga persen); dan
b. Kapasitas daya 900 VA ke atas sebesar 6% (enam persen).

2. Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain/PLN oleh industr, pertambangan minyak bumi dg
gas alam, sebesar 3 % (liga persen).

3. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, s=besar 1,5 % (satu koma lima persen),
Pasal 32

Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara .mengamﬁan g
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaks
dalam Pasal 30,
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Bagian Keenam
Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Pajak
Pasal 33

Dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut Pajak atas kegiatan
pengambilan mineral bukan logam dan batuan.

Pasal 34

(1) Obijek Pajak Mineral Bukan Logam dan Bat
logam dan batuan yang mellputi :
a. pasir dan kerikillkrakal:
b. batu kapur; dan
¢. mineral bukan logam dan biatuan lainn
undangan.

uan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan

ya sesual dengan ketenluan peraturan perundang-

(2) Dikecualikan dari chjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuar adalah :

a. kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang nyata-nyala fidak
dimanfaatkan secara komersial, seperi kegiatan pengambilan 1anah untuk keperluar
rumah langga, pemancangan tiang listrik/ telepon, penanaman kabel listrik/telepon,
penanaman pipa airfgas;

b. kegialan pengambilan mineral bukan logam dan baluan yang merupakan ikutan dari
kegiatan pertambangan Izinnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial,

Pasal 35

(1) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Orang Pribadi atay Badan yang
dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.
(2) Wajlb Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah

Orang Pribadi aiau Badan yang
mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan

Paragraf 2
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 36

(1) Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Hasi Pengambilan Mineral Bukan Logam dan
Batuan,

(2) Nilai Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan mengalikan volumeltonase

hasil pengambilan dengan nilal pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan
Logam dan Batuan,

15

(3) Harga standar sebagaimana dimaksud pada ayal (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota,
Pasal 37

Besamnya taril pajak ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen).
Pasal 38

im ' I I P

36.

Bagian Keenam
Pajak Parkir

Paragraf 1 _
Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 39

Dengan nama Pajak Parkir, dipungut Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar bad

jeaan. Pasal 40

i ! ir diluar badan jalan, balk yal
i j tkir adalah penyelenggaraan lempa! Parklf dﬂpar :
W doi:ﬁai:;!\at;ﬁaitgn dengan pokok usaha maupun yang disediaken sebagal suatu usa
termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor,

i i i i da ayat (1) adalah ;
termasuk objek pajak sebagaimana dlmalksud pa _ ‘
@ :id?ﬁn§elmgga?in tempat parkir oleh Pemerintah dan Pemenntai} Dasrah; g
b. penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan un ry
c ﬁgﬁmm tempat parkir oleh kedutaan, kensulat dan perwakilan negara as|
' timbal balik.
oo = Pasal 41

(1) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendara
bsrmolor.

(2) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan lempat parkir,

Paragraf 2 )
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 42
(1) ‘Dasar pengenaan tarif Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharus
~ dibayar kepada penyelenggara tempat parkir,
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(2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayal (1) termasuk potongan
harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir,
Pasal 43
Besamya tarif pajak ditetapkan sebesar 30 % (liga puluh persen).
Pasal 44

Besaran pokok Pajak yang lerulang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 43, dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal
42,

Bagian Ketujuh
Pajak Air Tanah

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 45

Dengan nama Pajak Air Tanah, dipungut Pajak atas pengambilan danfatau pemanfaatan air
tanah.

Pasal 46
(1) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfzatan Air Tanah,

(2) Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air

Tanah untuk keperiuan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan penkanan rakyat seria
peribadatan.

Pasal 47

(1) Subjek Pajak Air Tanah adaleh orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan
danfatau pemanfaatan Air Tanah.

(2) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan
dan/atau pemanfaatan Air Tanah,

Faragraf 2
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 48
(1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilal Perolehan Air Tanah,
(2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupigh

yang dihitung dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut ;
8. Jenis sumber air;

L

lokasi sumber air, N
tujuan pengambilan dan/atau pema_n!aalan air;
volyme air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;

r; dan : ,
:‘ilgl:t:lskimsakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambitan dan/alau pemanfaatan

~o oo

(3) Ba;ilr{ya Nilal Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayal (1) ditetapkan dengan
Peraturan Walikota. Pasal 49
Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).
Pasal 50

i i ihitung  dengan cara mengalikan tarif
kok Pajak Air Tanah yang lerutang dif ‘ _ :
Ezzgilm:naa dimakslud dalam Pasal 48, dengan dasar pengenasan pajak sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 48,

BAB 1l
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 51

Pajak Daerah yang lerutang dipungut di witayah Daerah

BAB IV
MASA PAJAK

Pasal 52
Masa Pajak adalah jangka waklu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
Pasal 53
(1) Pajak Hotel terutang terjadi pada saal pembayaran alas pelayanan di hotel.
(2) Pajak Restoran terutang terjadi pada saal pembayaran atas pelayanan di restoran.
(3) Pajak Hiburan terutang terjadi pada saat pembayaran alas penyelenggaraan hiburan.
(4] Pajak Reklame terutang teradi pada saatl diterbitkannya SKPD atau dokumen lain ya
dipersamakan.

{8) anerang jadi istrik yang dinasilkg
P an Jalan terutanq terjadi pada saat penggunaan lenaga list .
@ mm saal pembayaran alas penggunaan tenaga listrik dari sumber lain.

)
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(6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terutang terjadi pad.
bukan logam dan batuan. ang terjadi pada saal pengambilan atas mineral

(7) Pajak Parkir terjadi pada saat pembayaran atas jasa pelayanan parkir,

(B) Pajak Air Tanah lerutang terj i i i
p:;rsakmm ang lerjadi pada saat diterbitkannya SKPD atau dokumen lain yang di

BABYV
SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

Pasal 54

8115tj:m pemungutan Pajak Daerah ditetapkan sebagal berikul :

| (1) V\?giiii I;zzl](‘ Egglr:: yang pemungulan pajak terutangnya dengan cara dibayar sendiri oleh
| a. Pajak Hotel;
. Pajak Restoran;

Pajak Hiburan,
. Pajak Penerangan Jalan;
. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; dan

Pajak Parkir;

=2

== M B e

(2) Jenis Pajak Daerzh yang pemungutan pajak te N d i j
. ESpk Sasch |ak terutangnya berdasarkan surat ketelapan pajak
a. Pajak Rekiame; dan
. b. Pajak Air Tanah.
| BAB VI
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK

Pasal 55

| {1) Sefiap Wajib Pajak yan . Ry
mengisi e T Y TR sk s g R G cam dhpyen s, vl

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayal (1), harus. il e _
serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau k e dengan jelas, benar dan lengkap

(3) SPTPD yang dimaksud pada ayal (1), harus disampaikan kepada Kepala Di apalan
Daerah, paling lambat 15 (lima belas) hani setelah berakhimya Masa Igg;k. PV

4) Bentuk, isi,
[ )Walikma_m tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD ditetapkan dengan Peraturan

Pasal 56

Untuk Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah, Walikota menelapkan Pajak terulangnya dengan
menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Dokumen jain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) berupa karcis dan
nota perhitungan.

(3) Bentuk, Isi, 1ala caa pengisian dan penyampaian SKPD atau dokumen lan yang
dipersamakan ditetapkan dengan Peraturan Wallkota,

BAB VIl
PENETAPAN PAJAK
UNTUK JENIS PAJAK YANG PEMUNGUTAN PAJAK
TERUTANGNYA DENGAN CARA MEMBAYAR SENDIRI

Q)

Pasal 57

Waiib Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hihuran, Pajak Penerangan Jatan, Pajak Mineral Bukar
Jam dan Baluan, serta Pajak Parkir wajlb menghitung, memperhitungkan dan menatapk
pajak lerutangnya sendini dengan menggunakan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55

Pasal 58
(1) Dalam jengka wekiu 5 (ima) \ahun sesudah saal terutangnya pajak, Wailkola da

menerbitkan,
a. SKPDKB dalam hal:

1, jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau kelerangan lain, pajak yang teiang lidak ata

kurang dibayar;

2. jika SPTPD tidak disampaikan kepada Walikola dalam jangka wakty tertentu da
selelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waklunya sebagaimar
ditenlukan dalam surat teguran; dan .

3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihilung seca

fabstan.
b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/alau data yang semula belum terungkap yar
' nmyabd:kanpenm]wﬁahpaiakyangwm;dan
nwmww&mtmmmmmmiunﬂahmﬂpa&akw
pa]ﬂmwqumﬁdakadamditpaja&t,

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalsm SKPDKB sebagaimana dimaksud pada a)
(1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksl administratif berupa bunga sebesar 2
(dua persen) sebulan dihitung dani pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jang
‘waktu paling lama 24 (dua puluh empal) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

 (3) Jumiah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimans dimaksud pada a
(1) hurut b dikenakan sanksi administratil berupa kenaikan sebesar 100% (seralus pers
~ dari jumiah kekurangan pajak tersebut.



(4) Kenalkan sebagaimana dimaksud pada ayal (3) fidak dikenakan |ika Wajib Pajak melaporkan
sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan,

(5) Jumiah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayai (1) huruf a
angka 3) dikenakan sanksi administratil berupa kenalkan ssbesar 25% (dua puluh lima
persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua
persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang alau terlambat dibayar untuk jangka wakty
paling lama 24 {dua puluh empal) bulan dihitung sejak saat lerutangnya pajak.

BAB IX
PEMUNGUTAN PAJAK
UNTUK JENIS PAJAK YANG PEMUNGUTAN PAJAK
TERUTANGNYA BERDASARKAN SURAT KETETAPAN PAJAK
OLEH WALIKOTA

Pasal 59
(1) Pemungutan Pajak dilarang diboronakan

(2) Pemungutan Pajak meliputi kegiatan pendataan, penetapan, pembayaran, penagihan,
pembukuan, pelaporan dan penyitaan,

(3) Kegiatan pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanskan olsh
Dinas Pendapatan Daerah sasuai peraturan perundang-undangan

(4) Tata cara pemungutan Pajak diatur dengan Petaturan Walikota,

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK

Pasal &0
(1) Pembayaran Pajak yang terutang harus dilakukan sekaligus.

(2) Pajak dilunasi palfing lambat 30 (tiga puluh) hari setelah saal lerutangnya pajek yang
merupakan tanggal jaluh lempo bagl Wajib Paiak untuk melunasi pajaknya.

(3) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembstulan, Surat Keputusan Keberatan, dan
Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah
merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1
(satu) bulan sejak tanggal diterbitkan,

(4) Walikota atas permohonan Wallb Pajak setelah memenuhl persyaratan yang ditentukan
dapat memberikan perselujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atay menunda
pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan,

21

-

an lebih lanjut mengenai ala cara pembayaran, penyeloran, pembayaran dengan

(5) Keten ran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Walikota.

angsy
Pasal 61

(1) Pembayaran Pajak yang terutang dilakukan di Kas Daerah alau Bendahara Penerima pada

" tan Daerah. =
2 m;a; sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diiakukan dengan menggunakan
SSPD

(3 Benmﬁ jents, ukuran dan lata cara pengisian SSPD, ditetapkan dengan Peraturan Walikola.

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 62

' ihitkan STPD Jika:
(1) Wallkota dapal menerbiixa ) : o
tam lahun berjalan tidak atau kurang dibayar, o
: z:ln?l:'l::ila;neiiﬂanbgquo terdapat kekurangan pambayaran sebaqai akibat salah tul

h hitung: dan
c ﬁﬁ?ﬂiﬂikmﬁaﬂ sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

dimaksud pada aya! (1

an pajak yang terulang dalam STPQ sebagaimana

2. Ju’::fa'; ‘ﬁ‘umu bp:?iamiw dengan sanksl administratif berupa bunga sebasar 2‘{& ai!du
::rsen‘,l seliap bulan untuk pafing lama 15 (lima belas) bulan sejak saal terulangnya paj

Pasal 63

Pembetulan

asarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Kepulusan

4 gﬂﬂ Kvaenp?l::sﬂ;a&g::::lan. dan Putusan Banding yang lidak atau kurang dibayar oleh Wali
Pajak pada waklunya dapat ditagih dengan Surat Paksa,

(2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-
e

BAB XII
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 64

ntuk melak i i lampaul waklu
Hak: ukan than Pajak menjadi kedaluwarsa selelah melar
m . l(ﬁa% terhitung sgf:‘kagaal terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakuk
. findak pidana di bidang perpajakan daerah.

(2) Kedaluwarsa i i da ayat (1) tertangguh apabila
2} liywarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pa

b. ada pengakuan utang pajak darl Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung
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(3) Dalam hal diterbitkan Sural Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayal (2)
huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebul

(4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayal (2) huruf b
adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai ulang pajak dzan
belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayal (2) huruf b

dapal dikelahui dani pengajuan permohonen angsuran atau penundaan pembayaran dan
permohonan keberalan olgh Wai_ih Pajak.

Pasal 65

(1) Piutang pajak yang fidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan
sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. N

(2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa
sebagaimana dimaksud pada ayat {1.

(3) Tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan
Walikota,

BAB Xl
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 66

(1) Instansi yana melaksanakan pemungutan pajak dapat diberi insentif atas dasar pencapaian
Kinerja tertentu.

(2) Pemberian insentit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalul Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah. '

(3) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesual dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 67
(1) Setiap pefabat dilarang mernberitahukan kepada pihak lain segala sesuaty yang diketahui

atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atay pekeriaannya
untuk menjalankan ketentuan perundang-undangan.

2

agaimana dimaksud pada ayat (1) beraku juga terhadap tenaga ahli yar]
i m?mk'gand:tlwwagﬂko!aunwk membantu dalam pelaksanaan kelentuan Peraturan Perun

undangan.

i dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada-ag_al (1) dan ayat (2) adalah:
@ gﬁﬁﬂm tmeaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sida
PO v ' k herikan kelerang
pejabat dan/atau tenaga ahll yang ditetapkan oleh Walikota untuk memberikan ketera
% kepada pejabal lernggga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang mel
pemeriksaan dalam bidang Pajak Dasrah.

' entingan daerah, Walikota berwenang memberi izin tertulis kepada pej

G _mmmmkepmhdr;ﬁ";?ksuﬂ pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayal (.

‘agar memberikan kelerangan, mempertihatkan bukli dari atau lentang Wajib Pajak kepa

pihak yang ditunjuk.

] kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, at

. mlam halﬁ%‘lans&suai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Walik

dapat memberi izin tertulis kepada Pefabat sehagaimana dimaksud nada ayat (1) dan tena

ahli sebagaimana dimaksud pada ayal (2), untuk memberikan dan memperfihatkan alat bu

tertulls dengan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

: i iag i - T fkan na

intaan hakim setiagaimana dimaksud padva ayat (5) h_ams menyebul i

B mﬁﬂm nama lergugat, keterangan yang diminta serta kaitan antara perkara pid
atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 68

1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di fingkungan Pemerintahan Daerah diveri wewena
i khusus sebagal ;;?;wdlk u?xumk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajak
Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
(2) Penyldik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawal Neger Sipl tert
di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang ses
o g el sehagainm'P dmasud pata sy (1) daloh
e LS v g ]! . . a ma i a ay a : )
ma.mrry;ikm mengumpulkan dan menelifi kelerangan atau laporan berkena
n tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laperan
b. iimeltl,rrm;gk?;n nﬁ%ulkm keterangan mengenai orang pribadi atau
 tentang kebenaran perbuaan yang dilakukan sehubungan dengan findak

v

meminta keterangan dan bahan bukli dari orang pribadi atau badan sehubungan d




(4)

d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain, berkenaan tindak !
m ath dengan pidana dibidang
e melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukli pembukuan, pencatatan d
; Mg;: b!:l:t;‘serttamag metakukagpmmaan terhadap bahan bukti tersebut: e
. memini; an a ahli dalam rangka pelaksanaan dikan tindak i
jakan ; _ : tugas penyidikan pidana di
g. menyuruh berhenti dan/atay melarang seseorang meninggalkan ruangan atay tempal
h e uni _ berangsung a as orang, benda
- memolret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah:
i wmmmwmmmdmﬁmmamkaam

t menghentikan penyidikan; danfatau
.mmmmnfwmmmkammmmmmammmm
pepajakan daerah sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, "

Penyidik sebagaimana diniaksud pada ayat (1) memberiahukan dimulainya penyidikan dan

zegmgalk:;l:a'si:jpmy;dikannyakepada anunl_tﬂ Umnum, melalul penyidik Peiabai Polisi
egara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-un:

Hukum Acara Pidana. T

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 69

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyamgpaikan SPTPD atay mengisi dengan
tidak benar atau tidak lengkap atau mefampirkan keterangan yang tidak benar sehingga
meruglkan ktlaumgan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu)
tahun a!au pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumian pajak yang tenitang yang lidak
atau kurang dibayar.

2 Wailbpa}acyangdmganmaiaﬁdamymmansmmaummmdmgmﬁdak
mmmmmmumm@mmﬁawmmma ikan
Wmmmum@mammmmzm}mﬁg

MWP@QWM‘{mlmWWMMWMWMM

Pasal 70

mmmwmgwmommammmmmmwmhms
(ima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhimya masa pajak atau berakhimya bagian
tahun pajak atau berakhimya tahun pajak yang bersangkutan, W o

‘ .|1.'i__'.'-.n.-'4|,L,4=I: 4
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Pasal 71

' ahli ditunjuk Wallkota yang karena kealpaannya lidak memenu

e mmm?akan hy:?gsebagaima dimaksud dalam Pasal 69 ayal (1) dan ayal (

dipidana dengan pidana kurungan paling lsma 1 (satu) tahun dan pidana denda palin
banyak Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Pejabal uk oleh Walikota yang dengan sengaja tidak memen:
@ Mmyma?l:ﬂamﬁygg menyebabkan tidak dipenuhinyz kewajiban Pejab

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayal (1) dan ayal (2) dipidana dengan pida
kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000.C

(sepuluh juta rupiah).

(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) han
dilakukan alas pengaduan orang yang kerahasiaanya dilanggar.

an pl ebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifaln
? mmmul i?egpmﬁngm pribadi seseorang atau badan seiaku Wajib Pajak, karer

tindak pidana pengaduan.
e Pasal 72

Denda sebagaimana diinaksud dalam Pasal 63 dan Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) merupakan
penesrimaan negard . i e
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaky, maka - . _

a Peraturan Daerah Kolamadya Dati Il Jayapura Nomor 5 Tahun 1998 tentang Paj
‘Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan;

b. Peraturan Daerah Kotamadya Dati Il Jayapura Nomor 6 Tahun 1998 tentany Paj
Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C:

c mmwwnmmnmjmmmm

"~ diubah dengan Peraturan Dasrah Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pajak Penerangan Jalan;

d. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 20 Tahun 2002 tentang Pajak Hote,

‘e Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 21 Tahun 2002 tentang Pajak Restoran;

. Peraturan Daersh Kola Jayapura Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pajak Parkir, dan

9. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor & Tahun 2008 tentang Pajak Reklame;
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Pasal 74
Peraturan Daerah ini mulai bertaku pada tanggal diundangkan.

Agar seliap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerzh ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jayapura,

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 3 Maret 2012

WALIKOTA JAYAPURA,
7D

Drs. BENHUR TOMI MANO, MM

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 3 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,
TG
Ir. JAN PIET NEROKOUW, MP

PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19550724 138403 1 004

LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2012 NOMOR 53

L.

PENJELASAN
e A JAYAPURA
CANGAN PERATURAN DAERAH KOT .
RAR NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG

PAJAK DAERAH

UMUM

a telah diatur dalam Undang -undang Namurif; Tihun 2009 Tentang Pajz
Daerah dan Relribi Daerah, merupakan Objek Pajak Daerah Kota Jayapura. |
' Pm?ﬂémahwnmipakm Pendapatan Asli Daerah yang merupakan plmgulaﬂnr(lih:
menopang Pendapatan Daerah dalam upaya menutupi pembiayaan Pemerintah da
Pemw.m.ngm' enala punguta rkan Undang - Undar

- an it untuk menata pungutan Daerah berdasa wdang - Unc

Nmtrxsfslza Tahundgn@g_ﬁ mengenal Pajak Daerah di Kota Jayapura, perlu diatur dala
Peraturan Daerah Kota Jayapura.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Cukup els.




